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(KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NoMoR : 541/294 /1993
TENTAUNG

PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG TATACARA BAGI PERUSAHAAN

UNTUK MEPEROLEH REKOMENDASI PENCADANGAN TANAH DAN

IJIN LOKASI DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penanaman modal di Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga sesvai dengan paket kebijaksanaan bulan Ju
1i 1992 ( Paket Juli 1992 ), perlu menata dan meninjau kembali keten=
tuan-ketentuan tentang perijinan Daerah dalam rangka penanaman modal-
di Kotamadyn Daerah Tingkat I . Salatiga yang bertentangan dengan Paket
Juli 1992 dimaksud. =

bahwa sehubungan dengan hal t.rsebut, dipandang perlu memberikan pe =
tunjuk pelaksanaan tentang Ta.a cara bagi perusahaan yang akam menye-
lenggarakan usahanya di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga untuk =
memperoleh Rekomendasi Pencadangan Tanah dan Ijin Lokasi sebagaimana-
dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daeran Tingkat I Jawa-Tengah
tanggal 22 Oktober 1992 Nomor 591 /120-4/1992 tentang Petunjuk Pelaksa
naan tentang Tata cara bagi Perusahaan untuk memperoleh pencadangan -
tanah dan ijin lokasi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di-
Daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah -
kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Barat.

Undang=-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok=-pokok
Agraria.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun -
1970 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang=-undang Nomor U Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok -
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun -
1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. ;
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan=—
Instansi vertikal di Daerah. -

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wi-
layah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Ting
kat I1 Semarang.

Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1980 tentang Koordinasi Penana-
man Modal di Daerah. 3

Keputusan Presiden RI Nomox 33 Tahun 1981 Jo Keputusan Presiden RI -
Nomor 78 Tahun 1982 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan -
Nasional., i

Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 199z tentang Tata cara Penana -
man Modal,

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1992 tentang Tata cara bagi Peru-
sahaan untuk memperoleh pencadangan tanah, ijin lokasi, pemberian,~
perpanjangan dan pembaharuan hak atas tanah serta penerbitan sertifi
katnya.
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MEMUTUSKAN

EKEPUTUSAN WALIKO PAMADYA KFPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG
& PETUNJUK PERLAKSANAAN TENTANG TATACARA BAGI PRTRUSAHAAN UNTUK MEM -
" ROLEH REKOMENDASI PENCADANGAN TANAH DAN IJIN LOKASI DIKOTAMADYA
“H:m' 1 TINGKAT II SALATIGA.

BAB 1
KETENTUAN  UMUM
Pasal 1

i

Dalam keputusan ini yang dimaksud den can @

[, Walikotamaaya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Salatigae

'b: Kantor Pertanahan adalah Kantor Peutanshan Kotamadya Salatiga. .

Pencadangan tanah adalah persetujuan Prinsip penyediaan areal
tanah untuk keperluan perusazhaan sesuai Rencana Tata Ruang Ko-
- ta/ Daerah. ik

Ijin Lokasi adalah Ijin yang diberikan kepada Perusahaan untuk
memperoleh tanah yang luasnya kurang dari 5.000 m2 dan tidak -
diperlukan pencadangan tanah.

Perusahaan adalah Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum yang
didirikaen menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan terutama di

Salatiga dalam rangka penanaman modal aalim negeri maupun non
- penanaman Modal Asing atau Non Penanaman Modal Dalam Negeri.

o 20

Perusahaar Perorangan adalah usaha yang dilakukan oleh warga -
Negara Indonesia baik secara perorangan maupun kelompoKe

BAB Il
REKOMENDASI PENCADANGAN TANAE DAN IJIN LOKASI
Pasal 2

emerlukan tanah untuk menyelenggarakan usahanya.

".:’erusahaan yang m
Salatiga diwajibkan terlebih dahu-

§ di Kotamadya Daerah Tingkat II
| 1u mendapatkan @

a. Rekomendasi Pencadangan Tanah dari Walikotamadya Kepala Daerah
bagi perus:haan yang memerlukan tonah lebih dari 5.000 m2( li-
- me ribu meter persegi ). :

" b, Rekomendasi ijin lokasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Ting-
. kat II Salatiga bagi perusahaan.

Ijin Lokasi dari Walikotamadya Kepala Daerah bagi perusahaian
yang memerlukan tanah kurang dari 5.000 m2 ( lima ribu meter -
persegi ) serta penggunaennya langsung untuk perusahaan sendi-
ri dan tidak menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing/ Pe-

nanaman Modal Dalam Negeri.
Pasal 3

i Permohonan Rekomendasi Pencadangan Tenah / Ijin Lokasi diajukan -
i kepada Walikotamadya Kepalz Daerah melalui Kepala Kantor” Pertana-

! han Kotamadya Salatiga.
Bll\B I.II : ..0........0...0
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Pasal 4
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) Kepala Kantor Fertanahan menyelesaikan permohonan rekomendasi
Pencadangan Tanah / T3jin lokasi dengan mengadakan koordinasi

 antara instansi - instansi yang terkait dari segi tehnis pe~

runtukan dan Penatagunaan Tanah sesuai Rencana Tata Ruang Dae-

§  rah / bota.

(2 ) Untuk membantu mempercepat pelaksanaan rapat koordinasi diben-

tuk Tim Koordinasi Penyiapan Rekomendasi pencadangan tanah

ijin lokasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut

dalam lampiran I Keputusan ini.

3 ) Pelaksanaan penyelesaian permohonem sebagaimana dimaksud ayat

' (1 ) Pasal ini diselenggarakan menwiut Tatacara sebagaimana

tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikotamgdya
Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor @ 593.8.05/009/ 19¢1
tanggal 2 Jaruari 1991 tentang Pembentuvkan Tim Pertimbangal.

Ijin Lokasi den Pembebasan / Penmbelian Tanah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagie.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat ekeliruan akan dirubah sebagaimana

mestinya.

oIy :  SATATICA
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Keputusan ini disampaikan kepada Yth @

Kepala Daerah Tingkat I Jaia~Tengah.

1 Cubernur Jawa=Tengah wilaynh Semarang

ang e

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

si Jawa-Tengah. s
a Kanior Pertanahan Kotamadya Salatiga.

BAPPEDA Kotamadya Daerah M, II Salatiga.

ewilayah Kotamadya Daerah Tk, IT Salatiga.

Qs Dinas Pekerjaan Umum lotamadya Daerah Tk, II

et .
dla ITWIL Kotamadya Daerah Tk. II Salatiga.
@ Bagion Hulum Daerah Tingkat 11 Salatigae
anggota Tim loordinasi yang bersangkutan.
itinggal
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LAMPIRAN : Keputusan Walikotamadya Kepala

Daerah Tingkat II Salatiga.

Nomor

. 5g1 /394/1993

Tanggal 2 AR Okbbffl" 19_9}

JSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYIAPAN REKOMFNDAST
PENCADANGAN TANAH / IJIN LOKASI DI K
" KAT II SALATIGA

OTAMADYA DAERAH TING-

ly‘
A
"

/ INSTANSI ! KEDUDUKAN DALAM TIM !

TUGAS

8 Wilayah/Daerah Tingkat! Pengarah
: 1

! gota

!
etwilda Tingkat IT ! Anggota
i

Pertonahan Kolamadya -1 Anggota.

Anggota
1
!
ar Tata Pemerintahan ! Anggota
tamadya Daerah Tingkat!
!
!
s Pekerjaan Umum Kota-! Anggota
Tk.,II Salatiga
gian Hukum Setwilda Anggota

Salatiga
nas Instansi yang ter -

bersangkutan

?enatagunaan ‘anah pa-! Sekretaris merangkap:

Anggo*a tidak tetap

Anggota tidak tetap

Anggota tidak tetap

!
!

! !
tor Pertanahan Kotama- ! Ketua merangkap ang=-!

!
!

!
¥
!
!
!
!
!
i
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Memberikan pengarahan untuk
kelancaran tugas.

Mengkoordinasi penyiapan reko-

! mendasi pencadangan “anah.

Menyampaikan pertiﬁbangan se-
suai dengan tugas ‘dan fungsinye

Menyiapkan bahan untuk rapat
koordinasi dan memberikan per-
timbangan aspek Pertanahan.

Menyampa.ikan pertimbangan kebi.
jaksanaan pembangunan

Menyampaikan pertimbangan as-—
pek pemerintahan.

Menyampadikan pertimbangan se-
suai tugas dan fungsi Dinas
pekerjaan wmnum Kotamadya

Menyampaikan pertimbangan dax
aspek Hukum dan mengkaji kons
Feputusan Ijin lokasie

Manyampaikan pertimbangan se-
suai tugas dan fungsinyae

Menyampaikan pertimbangan se-
suai tugas dan fungsinya di -
lokasi yang dimohon pada wi-
layah kerjanyae

Bidang "1gaha yang akan didir
kan sesuai dengan wilayah
kerjanyae

<




TLAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEFPALA .
DAER/H TINGKAT II SALATIGA. !

NOMOR  : 591/R94/199 i
TANGGAL : &2 SOhtober—19g 3

i SYARAT ! e ! e ,,
B o ! PROSEDURE KEGTATAN : PRODUK i
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!
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Suxat permohonan Rekomenda
si pencadangan tanah/ ijin
lokasi dari investor kepa-
da Walikotamadya.

Investor mengajukan permoho-
nan Rekomendasi Pencadangan/
Ijin lokasi kepacda Walikota-
madya KDH untuk mendirikan
perusahaan disuvatu tempat
melalui ¥epala Kantor Perta-
nahan ( gunakan Form 1 A/1B)

e tem sem pee s=® o= s=e oo

. ses s=m e

Kepala ¥antor Pertanahan me=- Bahan Rapat Koor@inasi

merintahkan kepadc Kasi/Staf
PGT untuk menyiapkan bahan
pertimbengan meliputi :

a.Kesesuaian erezl yang di-
mohon dengan Rencana Tata
Ruang Daerah atau Rencana
Tata Guna Tanah Kotamadya.

b.Luas tanah yang diperlukan
c.Perkiraan status tanah

d.Pertimbangan aspek Penata-
gunaan Tanah.

Kepala Kantor Pertanahan meng i
adakan rapat koordinasi deng- )
an instansi terkait dan mem- i
buat Berita Acara. "
Zepala Kantor Pertanahan {
Cq Kasi/Staf PGT menyiapkan
konsep rekomendasi pencadang-
an tenah/ ijin Sk. Lokasi

yang memuat persetujuan/ pe-
nolakan dengan mengingat @

Konsep rekomendasi pen-
cadangan tanah( Form IT ) ..
/SK.ijin lokasi dilampi- ¥
ri dengan peta lokasi §
sekala 1 : 10,000, |

g
- Kesesuaian areal yang di- P
mohon dengan Rencana Tata
Ruang Daerah atau Rencana
Tata Guna Tanah.

B S e D G Sed S=® G=® G S C=D P=b Omb S=® G=b S=8 I=B S=b @ Lod V=P =B STB =B V=® 0°d o=@ Lok =9 =0

-~ Perkiraan luas yang diper-
lukan.

st 18 sm sw e

- Status tanah
- Bidang Usaha !
- Peta ILokasi !

Setelall Sceesccscscssascosce
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Setelah diparaf oleh Kepa-
la Kentor Pertanahan kon -
sep diajukan kepada Wali =
kotamadya untuk ditandata-
ngani .( gunakan Form II
untuk Rekomendasi )

- see  s=w

- s=s s=e e s=e S=d ew =

Rekomendasi pencadangan
tanah ( Form II ) SK.Ijin
lokasi, dilampiri dengan
Peta sekala 1 : 10,000,

Walikotamadya KI'H menanda~

tangani naskah ] ekomendasi

pencadangan tanzh/ ijin Lo-
kasi dan selanjttnya menye=
rahkan kembali kepada Ke =

pala Kantor Pertanahan

- bum s=8 s=e s=m > S=a

Kepala Xantor Pertanahan
menyampaikan surat Reko -
mendasi Pencadangan Tanah/
SK. Ijin Lokasi tersebut
kepada pemohon dengan tem—
busan kepada jnstansi ter-
kait .
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